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PENGANTAR REDAKSI

Para pembaca yang terhormat,

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas
berkat Rahmat dan Karunia-Nya Jurnal “AL MUSTASHFA” Vol. 2 periode
Juli- Desember 2013 dapat hadir kembali ditengah-tengah pembaca yang
budiman. Dalam kesempatan kali ini, kami menyajikan beberapa tulisan yang
diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum
Islam.

Jurnal “AL MUSTASHFA” Vol. 2 periode Juli- Desember 2013.
Mengetengahkan beberapa tulisan yang diawali dengan tulisan berjudul:
Advokat dalam perspektif fiqih peradilan ditulis oleh H.Kosim, tulisan yang
kedua membahas tentang sPerspektif Al-Qur’an tentang zakat berbasis ikhlas
oleh Slamet Firdaus. Kemudian tulisan yang Urgensi metodologi ijtihad di era
pormodern oleh Munir Subarman. Konsep anak sah perspektif fikih dan
kompilasi hokum Islam oleh Nursyamsudin tulisan selanjutnya tentang
perspektif lembaga arbitas atas persengketaan bisnis syariah oleh Ahmad
Dahlan dan Abdul Azis, dilengkapi juga dengan tulisan yang berjudul mengenal
model figih pada masa generasi awal islam oleh Achmad Kholiq. Tulisan
terakhir tentang pengembangan ushul fiqih oleh Siah Khosyi’ah

Ibarat pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak. Redaksi
menyadari bahwa apa yang kami sajikan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk
itu redaksi sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun
untuk perbaikan Jurnal “ALMUSTASHFA” pada masa yang akan datang.
Akhirnya redaksi juga harus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam jurnal “ALMUSTASHFA” baik secara moril
maupun materiil. Redaksi juga mengajak rekan-rekan untuk menggalang
komunikasi aktif hasil-hasil tulisan di bidang hukum Islam agar bermanfaat
tidak hanya pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk kehidupan
masyarakat luas. Semoga!!!

Cirebon, Desember 2013

Redaktur

H. Kosim
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Advokat dalam Perspektif Figh Peradilan

H. Kosim

Abstrak

Dalam perspektif figh peradilan konsep profesi advokat dikenal dengan
konsep sistem wakalah yaitu Memberikan kekuasaan kepada orang lain yang
akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang
dapat diwakilkan. Dalam Majalah al-’adliyah pasal 1449 disebutkan bahwa
wakalah adalah pelimpahan perkara oleh sescorang kepada orang lain yang
akan menggantikan kedudukannya. Adapun advokat adalah seseorang atau
mereka yang melakukan pekerjaan Jasa batuan hukum termasuk konsultasi
hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan
atau di dalam pengadilan bagi kliennya sebagai mata pencahariannya. Dalam
UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. advokat adalah sebutan bagi
seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta seperti
pengacara, konsultan hukum, penasehat hukum dan advokat

Kata Kunci : Advokat dan F igh Peradilan

abstract
In the perspective of the concept of judicial jurisprudence known
professional advocate with the concept of the power of attorney system that is
Giving of power to other people who would act on his behalf to perform an act
which can indeed be represented. In the magazine al-'adliyah 1449 article

mentioned that the power of attorney is the transfer case by a person to another

person who will replace his position. The advocate is someone or those who do




Advokat dalam Perspektil Figh Peradilan

the work of Tegal services. including legal consultation rocks Tuuning sood
work done oul of court or in the court and tar his client or bvelihood. In Law
Number 18 of 2003 on advocales, advocate 18 a termm for someone who worked
in private legal assistance such as lawyers, legal consultants, legal counsel and
advocaies

Kevwords: Advocate and jur spruidence Justice

[. Pendahuluan

Dalum dunia peradilan terdapat wstilah koasa hukum, pengacara bahkan
juga sering discbutl pembela yang mewakili atau mendampingi pibak-pihak
yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara discbut mahaui f ks
Kata ini merupakan derivast dari kula himenah (s ) yailu pombelaan yang
dilakukan oleh sescorang atau perlinduimgan seorang kuasa hukum terhadap
kliennya di depan sidang pengadilan. Pengertian Pengacara dalam hahasa
[donesia dapar ditemukan dalam berbagai istilah seperii Pengacara, advokat
atau  kensultan hukum, penaschat hukum, pembela. Kemudian  setclah
berlakunya Lndang-Undang Advokat Momor : 18 Tahun 2003 lenfang adwolkal,
advokat vanz memiliki pengertian vrang yang berprofesi membenkan jasa
hukum berupa konsultasi, banluan hukunt. menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingt, membela  dan  melakukan findakan  hukum  lain untuk
kepentingan hukum klien baik di dalam maupun di Tuar I:H:ngmﬁlmm.J

Profesi pengacara sudah dikenal olch Masyarakat Yumani dan Romawi
dan diatur oleh negara. Di dalam Al-Qur'an juga disebulkan bahwa Musa *
telah meminta hanman kepada Nabi [Tarun untuk mendampings dan membela

serta melindungi  belian  dari  kejahatan pembunmhan  vang ditudubkan

LL‘ndnn o-Undang Advokat Nomer : 18 Laloan 20003, Pasal 1.
< (0.5 al-Cusas, ayat 3135
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kepadanya. Musa menganggap arun lebih pandat berbieara sehimpeza mampu
mengedepankan srgumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjokkan
bahwa sejak awal, Islam whah mengenal konsep pombelaan atau kuasa hulunn
untuk mengunglap kebenaran di depan pengadilan.

Dalam  perkembangan  sclajotnya. para fugaha’ mengkonsepsikan
pembelaan lerscbnr dalam bentuk  yang lebih dinamis dan komprehensid
kedalam sistern wakalad (perwakilan).® Sistem wakalah di pengadilan banyak
kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hmkum  Istam (figh)
dengan ragam mazahab yang ada menctapkan bahwa uniuk membentuk
wakadeh herus mementht dua hal: pertzma penetapan wakalah hatus di depan
haking, dan kedua pibak lawan dapat mencrima keberadaan wakil tersebut
Narun irenisnya, masyarakat muslin turun Lemismn tidak tnenghargai profesi
pengacara dan menghindarinya semata-mata karena hina dan memiliki cirra
vang buruk, kesaksian mereka pun (wukalu " of hsemah). menurat schagmeamn
fugiha’ tidak dapat diterima, Than Abidm, misabuya, mengatakan “wakdl di
pengadilan tidak boleh didengarkan kesaksiannya, karena murcka malakukan
sesnaty vang dapat mengeugurkan hak orang lain, mereka lermasuk orang-

orang fasik, weflafu o tamu i

" Tatilah fain bagi orang vang memberikan jasa hukum dalan perspekiil Islam yaito,
hetkeam, Mufit dan Mushalait ‘wlaih { medicior) . Fungsi mereka suma Lalnya seperld adwalat
dan pengseara yang berperan sehagai peberi jasa hukum, Jaga hukwn vang diberikan berapa
konsulasi hukum, menjalankan kuasa, mewakill, mendampingi, membels dan mclakodan
tmdakan akum Tain bagi klien uniuk menyelesaikan perselisihion, mendamaikan gengketa atau
memberikan naschal kepada pare piliak agar saling mclaksanakan kewaiban  dan
mngembalikan haknya kepada pihak lain sevara & fuf.

Y Thi *Abidin, Koddn al-Adukhoa “ala al-{uree al-Mukhioar, Beivwt, Dar al-Eutub al-
‘ilmiah, 1413 H:149%4, bal. 4225'3.5-L‘-J.i11i_ilﬂ11}’& dizebutl Tbn “Abidin, faddu al-Mubbiar “ala al-
Freret ad-Mukhier,

S thn tAbidin, Faddu el-Mukkear Vata @l-Dvst al-Mubbear, hal 1112

Laa
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Menurnt Asad al Eurani sikap Lepsebnt Tebih diszbabkan gleh sistem
hukum wvang ada di teneah  komumitas masyaralal muslim yang tidak
mengundangkan laidah kaidah pembetaan  di persidangan  yang sudah
dilctakkan para fugaha’. Pudahal kaidah-kadah pormbelaan tersebut {idak kalah
unggul dan cermatnya dari sistem Tikurt Yunani duy Romawi. Kalaulah bal
tersebut ditakukan oleh negara-negars maslinn, maka persealanmyd akan
berbeda, tidak akan terjadi perlentaltgdil amiara kaidah-kaidah profesi yang
diatur dulam figh dengan praktik yand dilsloukan oleh para kuasa hulaum dalam
membcla ]s;ji-'.mnnyaf' dany slatus pengacara pud skan menjadi leechonmal daun
cksis.

Pada masa dinasti Usmanivah yailu pada whun 1292 11 diterbitkan
sebuah peraturan yang disebut nizam wiskala ' al- duw'owa. Menyusul kemudian
peraturat-peraluril modern yang mengalar profesi kepengacaraan di beberapa
negara lslam. Dengan hadirnya 1.111(12111f__-|.1..11{1«'111g jerschut dibarapkan dapat
membangun citera positif bagi pengacard dalam membela dan mengungkapkan
kebenaran di depan pengadilan. Dalam Lulisan il secard spesifik mencoba
menfokuskan pembahasan wakil di persidangan terutama dari aspek legalitas,
ruang lingkup. hak dan kewajiban serta beburapa aspek lam yang herkenaan
dengan akad wakdlah dalam perspektif igh peradilan.

11. Pengertian Wakalak

Monurut bahasa, wakalah atan al-wiklah © memiliki belerapa pengerlian

pitara luin al-mura el wa al h{’,ﬁzu,s dan al tafwid al- timad “ yaitu penverihan,

pendelcgasian, dan pemberian  kuasa kepada  scseOrang. Para fugaha’

® iaramnah Asad al-Kurani, lal, 12

Y gadi Abu Jaib, el- Qe al-Fighi Lugahalun wa-Fatiladen, Beirun Dar al-Fikr, Tt
(T, 140 11: 1988, hal 387 Selamumys disebul Sa'di Abu Jayibad-Gomns al-light faygghiale
wied dyiilahin

® Lihat Surat Ali- Towan ayat 173

Y ihat Surat al-Anfal ayat 63
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menghendaki wikolah dalam pengertian vang keduanamum densan beberapa
ketentuan schingga lebih spesifik dard pada pengertian hakasa. Oleh karena itu
dalarn mendefinisikan wakadah mereka mengatakan “Memberikan kekuasaan
kepada orang lain vang akan bertindak atas pamanva untuk melakukan suat
perbuatan yang memang dapat diwakilkan™ Delinisi vang hampir $ama
dikemukakan oleh  penulis al-Minhap salah seorang luguha®  Syafi’ivah
menurumya Wekalah vatu pendelegasian hak kepada scseorang dalam hal-hal
yang bisa diwakilkan kepada orang lain selag o masil hidup™™ Menurut
mazaliab Hanafi, wakalfob adalah pondetegasian sualu tindakan hukum kepada
orang lain yang discbut wakil, Dalam al-majalluh al-'adlivah ' pusal 1449
disebutkan balwa wakalah adalah pelimpahan peckara oleh seseorang kepada

orang lam vung akan menggantikan kedudukannva. Dalam definis: mazhab

3 s ) W e
Syall't menunjukkan ada perbedaan antara wakaleh densan waviad. ™ Wekalal

menurut detinisi fersehul merupakan suatn kontrak berdusarkan kesepakatan
(ugqud al-faradi} dan memenuhi unsur fad dan qobol . Wakalal juga merupakan
bentuk transaksi (akad) yang bersifin wolong menolong. Dengan adanya kontrak
wakalah maka kedudukan  wakil sama  dengan  muwalll, Orang vang
mehimpahkan perwakilan it disebut smwakkil sedangkan orang yang ditanjuk
schagan wakil atu sendivi dischbul wafil, sementara objek wakalah dischut
muwakkadus biki'™

1L Legalitas wakalah

* Muhammad Mustata Syslabi, al-Madihal fil-AD o il bi ol Flgh al-Islasti wa
Ot i - Mlkivan wa al  Ugud #iki, Beirut Dar al-Nahdsh al-"Arsbiyah, 1403 71:1985
M, hal 333,
Vandi Al Juwib al-Camus 2l-Fighi Luaghalon wi botilanhan, hal. 387
" Mustafa a1Khin dan Lain-lain, o~ Figh ol Mibait ‘afa Mashalsd al-lomem as-Svafi e,
Damasks: Dar al-Calam, Cet. T 1476 [1:1994065, hal, [11:313-315
P Abu Jath, al-dapms..., hal 347,
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Para ahli [igh menyatakan bahwa akad wakaleh dibolebkan dalam Islam.

Musar hukum kebalehan ini antara lain - Firman Allab dalsm surat al-Kahfi

avat 19

a £ R G
AR AR P A PP AR s L gt aides
el Tl i | S L -l i B ~wk dg o ,E"”_’
Ly Bk Ny S5 2 g3 P C AR R R
e KES

dan Demikianlah Kami bangunkan sterelit agar miereka saling bertanya di
aniara mereka semiiel, berkalalah solal seorang di uniara meseka: sudah
hevapa lamakait kamu herada (disini?)". mereka menjawah: "Kita heradt
(disini) sehari atau setengah e, berkata vng lain lagi): "Tuhan kamu
Jebih mengetahui herapa lamanya kamy berada (di sini). Maka suruhloh
salah seorang d&i antara kamu wituk perge ke kota demgan membawa Lang
perakem ini, dan hendaltan Dia Likat manakak makanan yang lebih haik,
Sk hendaklah io membawa palesran i untuknud, dan hendallah ia
Beviaku lemah-lembut dan jenrgantal cokali-kali menceritakan  halmu
kepada seorangpim.

Avat ini - menunjukkan kebalehan wakalfah dalam masalah jual
peli, ! Sekalipun avat i menanjuk pada kaum lerdahulu narmun tidalc
\erdapal pengingkaran dari syeri *ah semingga menjadi syari 'af umat Islam

juga. D dalam surat af-Nisa "gyat 35 . Allah SWT Berlirman |
- - rm CR] Ao - LX) e - j“a‘f __..o.a"' = @ ; 2o
Tigd of Gl 5 Ukas ol 5 &S 1250 Gyl Bl sEhs Ofs
.5": & -‘--l""--' .-l',‘I| '.'-I,r'-, i'r‘.".} ey
@ (o> U GE ) T 81 55 Bl

33, dan jika hkamu fhawarivkan atdg  persenghetaon  antard
feduanva, Maka kirimlah seorang hakant dari kelvarga laki-laki don

L1 ihat 1o Arabi, dhkam ol-Charon, Beirul, [t al-lutub ab-ilnub, LELAHEI996M,

hal, UT:220

6
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seorang hakam dari Relwarga per@mpuon. fita kedun ovang hakam It
Fermulsiod Mengadakan perbaikan, niscava Allah memberi fik kepada
cuami-isteri i Sesungowhnva Affal Maha mengewhui lagt Maha
Mengenal.

Maksud Hokam dalam ayal di atas ilah juru pendamal, yakni lentang
perwakilan datam menyelesaikan masalah perkiwinan. Walaupun kontcks ayat
ini lentang scrpketa antara suami isteti, mamun secara csensial menjadi dalil
kebolehan wakalgh secara umum. Wakalah mga banvak ditemukan dalam
nrakiik fakiual Nabi, Menurut beberapi riwayal Rasulullah mewakilkan kepada
Amr bin Umayyah al-Damiri r.a, unmk imenerima nikah Umnu Tlabibah bing
Abi Sulvan rat? Juga riwayat Rali’ Maula Rasulullah Saw. beliau berkat
Rasulullah meneawini Maimunal dalam keadaan halal (lidak sedang dalam

thram). dan berbulan madu dalam keadaan halal, sementara saya adalul

; ; ' ; ' I
sehagai penengah atau mediator (safir) antara keduanya.

Juga vang diriwayatian oleh Urwah Al Barigi ra, mengatakan bahwa
Rasulullah Saw. tclah memberiky satu dinar unmk membelikan beliaw seckor
kambing, maka aku membeli dua kambing, lalu aku menjual kambing yang
satunya scharga satu dinar, kemudian aku membawa seckor kambing besorta
satn dinar kepada Rasulullab dan menceritakan apa yang telah aku perbuat,
maka Rasulullah berkata: Allah memberkatimu dengan transaksi vang telah

amit Takukan,'” Menurut para ulama, wakaloh juga dibolehkan berdasakan
i Jug

1¥ 11adis Riwayar Abu Dawnod

% Dyikesluarkan oleb Turnzi dalam Kitab 1ajji yaitn hab maknihnys kawin pada saal
iheam,

l' Ditiwayalkan olch Dukhari dalam mengii, bah pemmneaan kaum musyIikm agas
Mubi memperlihatkan landa ..., hal. 3443, Tunmuzi dalaim bab jual heli, bab: Heddarsan Alu
Earath, hal, 1238

1
|
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ijma’. " Scbagian i antara mercka hahkan cenderung mensummahkan witkaiah
melihat aspek toleng menolong yang dominan di dalamuya scperti disebutkim

dalam Al-Qur'an surat al-Maidal ayal itk
b g b P
£, - " - 3Ty % ety L "‘,.- Y T X T A a
pi) ) Al ]_,.ﬁﬁj gjﬁlj#?rdﬁlj}b N3 (_E_,iﬂ[_g_ﬂﬁ,_}ﬁ 1_,43';:4_5
@l duad

dan tolong-menolonglah ko dalam (mengerjakan) kehajikan clert
tikver, dan jungan tolong-penolong daboit berhat dosa dap pelanggaran.
dan hertalwalah kamu kepuda Altah, Sesungenhrya Allah Amat herat
Sksa-Npat

Fakelah juga telah & kenal semenjak jaman jahiliyah dan Tslam.

Dalam catatan scjarah bahwa Abdurrahman hin Auf mewakilkun kepada
Umayyah bin Khalaf untuk wenjaga keharganya di Makkab, demikiun
juga sebaliknya, Umayyah bin Khalat mewakilkan kepada Abdurraliman
min Anf untik menjupa kelnarganya di Madinah, sementara keduanya
berlaman ugm‘na.'”} Nahi Yusuf pun peinah meminta sundara-saudaranya
untuk membawa baju belian kemudian  IMERZUSAPTYA pada wajah
ﬂl}-"c.ham¢:lun3.-':1.3'u Dulil-dalil  ersebut  menempatkan wekalah  sebagal
aktifitas vang legal karena maslahal yang melekat di dalammnyas. Status
hukem  wakalah bersifat dinamis dan kondisional. Wakalah menjadi
sunnah, jika unuk membanty hal vang sunnah. Schahknya wakalah

menjadi makruh, jika unluk menthantn hal yang makrub. Wakaloh pun

e Qahtahan Abdurshmag, al-Dar, Safivate al-Ahkan min Nigili al-Awifur wa
.w'ubulfw.u—ﬁ'réfrmi. Armman: Dar al-Furgan, Cet 1, LA15 HoL900 AL THE-15H),
Priarid Ahdul Aziz al-Jundi (Jamna’a wa Laanity, Jasl" al-dhkam al-Fughiah i al-

Fmam al-Onethuhi min dafsieihi | Beirul: Dar o1 Kutuo al-"ilmiah, Cet. T, 1414 H: 1994 M, Ful
g2

2 | ihat Q8. Yusuf ayat 93,
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juga skan menjadi haram, jika untak mernbantu hal yang haram. Seperi

jupa halnya akan menjadi wuqb, jika untuk membantin hal yang wajib.

1V, Unsur-unsur Wakalah
Wakaluh merupakan bentuk akad vang melibaikan minmal dua pihak

pertama  discbu 2 ewakkil vailu orang yang mewakillan, pihak kedua
disobut wed! vaim orang akan menerima witkaloh, Kedummya merupakan
rukug dalavn akad wakalah Rulun lainnya adalah vigah vaitu perniyataan el
vang dinyatakan olch punvahkil dan gobul  yang dinyatakan olch wakil.
Terakhir adalah obyek swakalab itu sendirt yang disebul muwakked fifi Dengan
dernikian rokun wakalah menumat mayoritas  fugaha® ada empal. Tetapl
menurat fugaha Hanafiyah, rulam wakateh hanya sigah wailn fab dan eerbil,
Sedangkan tiga mikun lainnya seperti disebutlan di alas masuk dalam syarat
wakaled, Menurut mercka, jika fab dan gobul udak ada, maka wakalah ndak
sah. Permyataan jjad harus divcapkan sacara jelas baru kenuclian dizusul
dengan gobed walaupun berselang heberapa saat, Sccara tekais akad wakelah
paru sah apabila memepuhi beberapa syarat yang terdistribusi pada eruwaskhkd
dan waki! dan  suovakkal T Muwakil maupun wakil harus memilikl
kecakapan bertindak secara scmpurna (hamilud ahlivaR) Namun demikian
proses fgukil darl orang vang Hdak muomiliki kecakapan sccara scmpurna
sepertl anak yang berakal atau orang yang sedang dalam pengampuan karena
bodoh atau memiliki sifat lalai (af makiur ‘alafhi lisafahin awu l gafloh)
dianggap sah. Hatya saja fuqaha’ Syaliiyah berpendapat hahwa pengangkatan
wakil yang tidak memiliki kecakapan sccara sempuma tidak sah karzna syaral

wakil menurul mereka adalah mereka secara hulcum sah melakukan perbuatan

2L tnhammad Thn Rud, Bidayat al-mujtiehid wa Nihavi! al mugtasid, Mustala al-
1ahi al-Lalabi, Cet. T1, 1370 Hz 1950, hal 2:301
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Yilg diwalkillan =ccard Jangsung, sementard anak-unak yang berakal tapt
belum dewasa lerhadap heberapa tindakan kumn masih belum dianggap.u
Wk juza bika dar kalangan Lakictaki inaupun percmpuai, baoleh dalam
keadaan gaib (tidak qda di tempat] mauvpuil hadir (herada di tempal}, 3CTI
boleh dalan keadaan wukiy aleu sebat, Sydrat ini juga berlaku hag ;umr-.»uak:l'c:'I,31
di samping 1w dia inemiliki pengetahuan yang memadal lentang masalah yang
diwalkilkan. M4 samping e dia wakil juga haras mendapatkan persctujuan
dari pibalk lawan dan juga tidal boleh wakil itn musub dari lawan. Dan scorant,

ayah tdak haleh menjadi wakll intuk membela anaknya karena diamgeap

mcremehkan orang a’’

Namun selchah wilayah kekuasaan Istarn menjadi luas dan semakin
amyaknya lembaga peradilan serta kekhalilahan cudah terbag-bagl, di
sumping eanckaragaman hudayd serta perkembangan Hithad vang sangal
pusat, maka behorapa  ketentuan entang  wakil direvisi  sesuel  dengan
kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Sehinggi asifg-masiig pihak
haik pengangat maupun tergugat boleh untuk menguasakan perkara kepada
gjapa saja  Yang ditunjuk menjadi wakinya tanpa  harus memperhatikan
persetuuan pihak lawan rerhudap wakil atay kuasa hukum vang dimnjuk.j'ﬁ

Wakil ditunjuk secara langsung dan tcgas olch prigwddi . gehinggas
henar-benar teruju kepada wakif yang dimaksud. Memuitt nlama Hanafi wakid '
harus sccara tegas dan setius menjalankan L0gasiya. 1lal 1 sejalan dengan

prinsip mereka hahwa scorang wakil fharus tegas dan jelas mengungkapkan

‘j‘\"'S}':dabl\um.rfk.‘mL hial, 527.

3 Mapesllah al-akkar al-Adlivah, pusal 1537,
 Afajalleh alouhham al-Adiivak, pasal 1438
2 A!-R‘.ﬂ'ﬂl‘li,,-quhadmk..., hud 4.

= fajailah AL Adlieak, 1319
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penerimaannyva terhadap pendelegasian hak tersebnt. Akad perwakilan ini

menurul mereka boleh dilakukan secara lisan maupun tulisan,

IV, Objek wakalah

Schubungan dengan objek wabadeh pary ulama (gh membuoal suala
kriteria bahwa scluruh akad vang bisa dilaksanakan seseorang secara mandiri
bolch diwakalkan kepada orang lain, dan selurub amalan vang tidak bisa
didelegasikan kepada orang lain tidak termasuk objek wakalah.”™ Oleh karena
itu semua hak keperdataan vaug dapat dilukukan langsung olch seseorang
boleh pula diwakilkan. Namun demikian, silang pendapat terjadi antara nlama
lgh menpenam masalah hak-hake vang berkaitan dengan pidana terutama
menyangkut hak-hak Allal Jan hak-hak pribadi (Hak Allah dam Hak ‘fhad).
Yang menyanglut hak-halk Allah vailu seluruh bentuk Jarimah hudud (tindak
pidana vang jenis hukuman, ukuran dan jumlahnya telah ditentukan syara’
melalud perinlsh dan larangan Allah). Kemudian mercka jugs membedakan
antara hak-hak Allah vang wemerlukan dakwaan/gugatan kepada  hakim,
seperti tindak pidana pencurizn; dan tndak pidana vang sama sekali tidak
memetlukan dakwaan/sugatan. seperti zina don meminum mmunem keras.
Masalah hudnd yang tidak memerlukan pengajuan gugatan kepada hakim
seperti zina dan menunum minwnan keras, memamt mazhak [anafi tidak boleh
diwakilkan karena jarimah hudud dibuktikan berdasarkan alal bukl, kesaksian,
dan pengakuan di hadapan hakim, tanpa didabului dengan gugatan, Apabila
tindak pidana terschut memerlukan pengajuan pugatan kepada hakim scporti

tindak pidana pencurian dan menuduh orang lain berbuat zina {gadzif) menurue

i Talaluddin al-Suyulh, af-dsvbal wa al-Nazafr, Beirut: Moassasah al-Kutuh al-
Suquitvah, Cet. T, 1415 1119594 8, hal 565,
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imam Aba Hanifah dan sahabalivya Auhamimad bin Hasan ax-Syaibani boleh
diwakilkan dengan mengemukakan alat-lat bukti dalam membukiikan tindak
pidana lerschuil, Sedangkan Tmam Abu Vysul. sahabar Abn Hanifah Ly,
perpendirian hahwa dalam tindak pidana sepert ini tidak berlaku sistem
wokalah, Ulama mazhab Syafl’l men},-atakanﬂ hahwa jika lindak pidana
tersebut menyangkut hak-hak Allah SWT, maka pembulkiraniya tidak boleh
Jiwakitkan, Tetapi jika ndak menvangkul hak Allab (menyangkut rindak
pidana pembunuhan dan mduhan berbuat zina), maka pembuktiannya holeh
diwakilkan kurcna keduna tindak pidana lersebut, menurut mereka, termasuk
hak-hak pribadi,  Ulama mazhab  Tianhali wenyatakan bahwa  boleh
mewakilkanpembuklian dan pelaksanaan hukuman yans herkaitan dengan hak-
hale Allah SWT seperti Zina dan hak-hak ribadi seperti tindak pidana pencurian.
Alasannya Rasulullah teiah mewakilkan pemnbuktian dan pelaksanaan hukuman
gina kepada heberapa Orama sahabat beliaw kelika Ma'iz mengakn 1clah
elabukan zina. Ketika itu Rasulullah mengatakan bawalah orang ini (Ma'iz)
kerudian rajamlah a7 Unmuk melaksanakan hukuman terhadap pelaku pidana
vang telah dibukbhkan dan diputuskan hakim, ulama sepakat menyatakan baleh
diveakilkan, balk yang menyangkut  tmdak pidana  yang sermala-mata
murupakan hak Allah maopun tindak pidana yang lermasnk hak-hak pribadi.
Ilal ini sesua dengan apa ¥ang dilakukan Rasulullah dalam kasus Ma'iz di
alas. Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat ulama fgh dalmn pelaksanaan
hukumman vang bersifal pribadi, kerika 1 dalamn keadaan gaib (ndak herada di
\empat). Ulama mazhab HManafi mengatakan bahwa tidak bolch mewakilkan

pelaksanaan hukuman (baik hukuman i merupakan hak Allah maupun hak

~ Sayyid al-Bualay al-Dimyathi, Faaan ol-Tholibin, Mesir Dar ya’ al-Kutub al-
" Arabivah, ., hal. 3:82. b1 Abi al-Dam, Kiteh adal wi @l grtho, Beirul, Dar al-Kutub al-
Slpniat, Cen |, LHOT HEVSET M, hal 236,

™ udis riwayal Bukharl, Muzhin Abu 13awud Tirmizi davl A Hurairab
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pribadi), apabila yang mempunyai hak i sedang saib, karena lidak diketahui
secara pasti heinginan orang yahg mewakilkan, apalkah akan ia Jaksanalsmn
Wkuman it atau akan ia dimaafkan. Dengan adanyva keraguan inl mala ulama
mazhab Hanatl tidak membolchkan perwakilan dalam pelaksamaan hukumnan
terschul karena Rasulullah SAW bursabda “Todaklah Hudud karepo add
keraguan 3

Adapun dalam jarimah ’zir { indak pidina yang jenis hukuman, ukurab
dan jurnlabnya tidak ditentukan oleh svara®, tetapi atas dasar kehijakan hakmm],
wlama mazhab Tanafi membolehkan untuk mendelegasikan  pelaksanaan
Lukumannyi kepada hakim, baik itu dihadini vleh muwakkil alau tidak, karena
hukuman pada takeir adalah hak hamba den tidak gugur dengan keraguan
{.ﬁjarsbfmh}.“ Di samping i penenluan hukuman takezir juga didelegasikan
kepada hakim. Adapun mewakilkan pelaksanaan hukuman dalam pelaksanaan
kisas, jika vang menjadi pelaksana adalah ahli waris terbumuh dan dia berada di
wmpat, maka wakalah holeh  karena mungkin  dia  tidak  mampt
melaksanakannya, Akan Lelapi Jika ahli warisnva sedang gaib, pelaksanaan
qisas tidak boleh diwakilkun farena masil ada kenungkman ahli wans
memaafkan pembunuh.  Jumbyr ulama herpendapar  balwa mewikillkan
pelaksanaan hukuman dalam masalah hodud, qisas dan takzir adalah boleh,
tanpa membedakan apskabh orang yang mewakilkan itu berada di tempat alau
sedang aaib. Alasan mercka adalab hadis tenlang scorang perempuan yang

herhuar vina di zaman Rasulullah, Ketika it Rasul muewakilkan pelaksanaan

I
hukumannya kepada Linals.

z[:' Hadis riwayat Baihagi-

Tihn Mujaim, Gorezn L al_Base'ir 8 yarah Kitalr al-4 suhal wa Ad-foza i,
Beirut: Diar al-Kutnh “itminh, Cel, 1, 145 T LURS, hal, 12382,

*2 U tukhan Muslim, Nasal Abu Dawud dari Abu Hurairah
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Adapun yang berkaitan dengan perwakilan dalam hak-hak pribadi. Para
ulama terutama pengikut mazhab Hanafi membagi hak-hak pribadi dalam dua
bentuk, yaitu hak-hak yang tidak boleh didelegasikan untuk melaksanakannya
karena ada keraguan, seperti Qishas (yustalionis) dan Qodzaf, serta hak-hak
yang boleh diwakilkan, seperti melunasi utang, sedakah, melakukan
perdamaian dalam masalah pembunuhan, dalam masalah titipan, pinjam
meminjam, gadal, dan syerikat dagang. Hak pribadi dalam bentuk pertama
boleh diwakilkan dalam pembuktian dan penetapan hukumnya, namun tidak
boleh diwakilkan dalam pelaksanaan hukumannya apabila orang yang berwakil
tidak hadir. Adapun hak-hak pribadi dalam bentuk kedua menurut ulama
mazhab Hanafi, boleh diwakilkan. Akan tetapi jumhur ulama tidak
membedakan bentuk-bentuk hak pribadi tersebut dan menurut mereka seluruh
hak pribadi boleh diwakilkan. Kaidah yang ditetapkan para ahli figh dalam
masalah ini seperti disebutkan oleh penulis al-Hidayah,33 galah seorang ulama
Hanafiyah adalah “Setiap akad yang boleh dilaksanakan semua manusia boleh
diwakilkan kepada orang Jain”, Tbn Qudamah salah seorang fuqaha Hanabilah
juga mengatakan Setiap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri, maka boleh

pula diwakilkan kepada orang lain laki-laki maupun perempuan, merdeka

maupun budak, muslim maupun kafir » 34 Kaidah serupa juga dapat ditemukan

dalam mazhab Syafi’i, Imam Sayuti mengatakan ‘“‘Siapapun yang secara

33 Mahmud al-> Aini, al-Binayah fi Syarah al-Hidayahli al-Marginani, Beirut: Dar al-
Fikr, Cet. 11, 141 1H/1990M, hal 5: 79..

e Ibn Qudamah, al-Mugni, hal. 5:19.
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fangsung bolch melakukan sesuaty, maka boleh pula mewakilkunnya kepada
ﬂrang]uin".'ﬁ

Semua pendapat tersebul dalam rvang hnglup jika perwaldilan ditinjau
dari sisi orang vang menuntut hak dalam perkars pudana {Jarirmal ) scdanglan
perwakilan dalwm hal pembelaan darl orang yang dijaruhi huknman Aad alau
Oivas yang dikenal sckarang dengan 1stilah pembela atau pengacara terhadap
sanglaan atau luduhan, terdapat perbedam pendapat antura fiigaha Hanaliyah,
Aby Hapitah dan Muhammad membolehkan hal tersebut, schahknya Abu
Yusuf tidak membolehkannya. ™
V. Mekanisme Kerja Wakil

Pada permulaan petkembangan Islam, wakilah hanva dilskukan dan
ditetapkan di depan hakim, dengan melakukan pemyataan fab dan Jobul oleh
kedua belah pibak sceara lisan maupun tulisan. Namun karcua perubaban
jaman dan perkembangan peradaban Islam, serla adanya kebebasan dalam
herijribad di samping lelah diatoryya dagar-dasar beracara di dalam suatu
hukum di berbagai negara, maka sistem wekaleh pun juga diatur anlard Tain
kewajiban para wakalo " al-do 'wa atau kuasa huknn unluk membuat surat 1210
dan didaftarkan pada Departemen Kehakiman, Brasanya profesi kepengacaraan
hergubung dalum suatu lembaga sehingga dalam sualy kasus seorang klien
akan didmnpingi olch searang alau bebtrapa orang pengacara yalg rergabung
dalam suatu lembaga . Apahila kuasa hukum terdicl dan beberapa orang, dati
masing-inasing mempunyal bidang garapan khusus, maka menunit fugaha’,
mercka tidak boleh campur wnpan terhadap kasus vang bukan garapannya.

Apabila sejumlah wakil itu ditunjuk untuk satu kasus, maka terdapat perbedaan

¥ Ahdurrabman al Savall, al-dsvbah we al-Naza T, Deint: Muassasah ul-kob al-
Sagofiyah, Cet 1, hul, 1415 H:Lutkdnd, hal, 568
3 sjuhadharah As'ad Kurni tentannye Kepengacaraan dulam Estamn. hal 5-4.
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pundapat antara fugaha”. Mercka yang bermazhab Fanafi mengalakan bahwa
apabila lasns 1 bisa ditangani oleh masing-masing wakil- maka scrinp wakil
holeh menyelesaikan kasus tersebut tanpa hars hermusyawarah dengan wakil-
wakil Tainoya, Akan telapt jika kasusnya harus ditangani bersama alau lLiarus
dimusvawarahkan lehih datwby , muka using-masing wakil tidak boleh
bertindak sendiri-sendirt. Menurut jumhur ulama, apabila wakil yang dilunjulk
ada beberapa orang, maka masing-masing wakil lidak dibenarkan bertindak

sendirl sebehum bermusyawarah dengan walkil yang lain.

vl Perwakilapn dalam sengketa

Sislemn wakelah atau sisfer pendelegasian kekuasaan ridak banyak
berbeda dengan sistemn kepengacaradn sebagaimana vang kita kenal dewasa
ini ¥ dan terdapat peluang hesar bagi sejumiah orang akan melakukam dan
menelumi profesi wrsebut sesuai denpan syari'ut Islan Apabila suatu akad
wakalah telah memenuhi rukun dan syaral vang dikemukakan di atas, maka
skibat hukumuya adalah: Apabila wakil itu seogang pell gucara, maka i bebas
uniuk bertindak hukam sebagai wakil yang ditmjuk untul dan atas nama orang
yang diwakilinys. Ulama mazhab Hanali menvatakan bahwa pengacard itu
herhak uniuk mengueapkan pen rakuun (ikrar) yituk dan alas nama orang yang
diwakilinya, baik pengakuan 1t herkaitan dengan  penelapar Lak atau
mengingkarinya, selama pengakuan itu tidak menyangkul masalah gishas dan
hudued. Akan tctapl jumhar ylamya menyatakan babwa apabila akad wiskalak
hersifat mutlak, maka yang perkaitan dengan masalah  pengakuan ridak.
termasuk dalam akad terscbut karena pengacara itu sifatnya hanya membels

hak bukan unfuk mengaku suat hak orang lain vang ada pada kliensya.

3 yfyhadbarah AsTad al-Kopand, hal 8.
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Misalnya Soleh mengeupat Ridwan ke sidang pengadilan dengan
tuduhan bahwa Ridwan tidak mau membayar ulangnva, padahal Radwan
mierasa tidak pemah berutang. Dalam kasus scperti ind, menurutl juidr ulama,
penpacara yang ditunjuk Ridwan tidak boleh mengakui adanya utung terscbut
karenma ia scbagai wakil harus membela kepentingan Ridwan | bukan
schaliknva. i samping itu, pengacara juga berhak menenma harta yang
dipersengketakan jika haldm memutuskam klicnnya yang mendng.  serta
menyerahkannva kepada orang yang diwakilinya, Akan tetapn menural para
ahli figh wpabila scorang pengacara whal ditunjuk sebagal wakil dalam suatu
senpketa, 1a tidak boleh lagi mencrima perwakilan dari orang lam dalam kasus
vang lain pula agar ia dapal konsentrast pada lugasnya, kecuah orang yang
pertama kali mengangkatnya sebagan wakil.

Mari wraian  terscbut, dengan demikian, hak pembelasn i depan
pensadilan dan menjadi wakil atau kuass hukwm orang lain dibuhas oleh kaum
ugubin® dalam konsep wakalah, di mana ketentuan-ketentuan dan dasad-
dasamya tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan sckarang terdang
kepengacaraan. Perwakilan dalam pcraengkdﬂm-m biasanya menerlukan
adanya pelimpahan segala sesuatn berhubungan dengan perkara sengkela
tersebut. Oleh karena itw, jika wakeleh letjadi dengan syaral-syarat ontuk
mclakukan tindakan tertentn,  misalnya scorang wakil dimnjuk sceara aktif
unluk mengurus perkara atsu dakwaan, atau mengajukan dakwaan sccara
tertulis tanpa harus terlibar dalam persengketaan, maka wakil wrsebut tidak
bolch melakukan selain apa yang telah dilimpahkan kepadanya.

Sedanskan kalan wakalgh itu bersifar mutlak dan momibiki wewenang

penuh schagai waki! dalam suatu perkara, maka apakah kewenzngan yang

W Svalabi, Madifal, bal, 461-462
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diberikan kepada wakil itu berlaku secara mutlak atau tidak. Artinya wakil
boleh melakukan apa saja yang berhubungan dengan perkara itu baik yang
mendatangkan maslahat atau bahkan akan menghilangkan hak muwakkil
(orang yang diwakili) seperti pengakuan terhadap sesuatu yang diklaim oleh
lawan dan lain-lain? ataukah aktifitas wakil dalam persidangan dibatasi hanya
pada hal-hal yang mendatangkan keuntungan atau maslahat muwakkil saja?
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut fuqaha’ mazhab Hanafi (selain imam
Zufar bin Huzail), memandang bahwa perwakilan dalam sengketa mencakup
seluruh apa yang berhubungan dengan perkara tersebut baik berupa pengakuan
dan lain-lain, karena menurut mereka perwakilan dalam sengketa merupakan
usaha untuk menampakkan, menjelaskan dan menetapkan kebenaran dengan
segala konsekuensinya, mendatangkan maslahat bagi muwakkil atau tidak,

karena proses dalam persidangan mengharuskan wakil untuk melakukan

pengakuan atau bantahan. Sedangkan jumhur fuqaha’ dari mazhab Maliki,

Syafl’i, Hanbali dan Zufar dari fugaha’ mazhab Hanafi berpendapat bahwa
pada dasarnya wakalah terbatas pada hal-hal yang dapat mendatangkan
maslahat bagi muwakkil. Alasan mereka, perwakilan dalam sengketa
memerlukan perdebatan di depan pengadilan yang bertujuan untuk
memperoleh maslahat bagi muwakkil. Sedangkan pengakuan ( ikrar) menurut
mereka adalah bentuk perdamaian yang bukan menjadi tujuan wakalah.
Pengakuan juga dapat menghentikan persengketaan, padahal tujuan muwakkil
mengangkat wakil adalah untuk menjalankan urusan sengketa bukan untuk

menghentikanya.

VIII. Bolehkah wakil dari kalangan Non Muslim
Permasalahan ini merupakan bahan diskusi sejak awal perkembangan

figh Islam, terlebih jumlah komunitas ahluz-zimi (non muslim yang mendapat
18
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perlindungan di dalam negura Islam) semakin hertambai, schingga rmenjadi
cuatu keharusan untuk melibatkan mereka dulam berbagai urusan, khususnya
struktur  jabaton  pemerintahan dan  fugas-migas tertentu. Melibat  betapa
penlingnya kerjusama mwslim dengan nom muslim (ahluz-zinmah) dalwm
kontek pembelaan di pengadilan, maka sangat relevan dalam pembahasan ini
akean dikermukakan pendapar para fugaha’ mengenai masalal terschut. Dengan
mengutp pendapat mereka kita dapat imemlih pendapat yang lebih tepat dan
Londusit dengan keadaan sekarang,

Pendapat populer B kalangam mavoritas [ugaha’ adalah nenjaulikan gkl
simmah dari jabatan dan pekerjaan apa pun dan dalam keadaan bagaimand pun,
lermasuk dalam keadaan vang wendesak, inilah pendapat jumbr fugaha’.
Pepdapat ini dikemukakan oleh Jassas dan Mazhah Hanati, Qurthubi dar
vazhat Maliki. Abu Unnamah bin Nuggasy duri Mazhah Svafi'i, Ibnu Qayylm
Al Tauzivah dan Pbnu Muflih dari Mazhab ]I:-lnlmli, butt Hazm dan lain-lain.
Argumentasi yang mereka kemukakan adaluh Fivman Allan dakam Sutat All

Linran ayat 113 ¢

522 1 1l Qs E6 G 93808 o0 By LasB W 150 el €l
i Urf ] o 3 o ]
L o) 1180 05 3 R iyt 38 gl AT

J18. Hai orang-orang vang beriman, Janganiah kamu cirn it
menjadi teman Kepercayadnmyt Orang-Orang vang, o Tuar katanganmu
(karenaj mereki tidok henti-hertinga (menimbulkin) Lemudhbaratan
hagimu. mereka memyntkhal apa YaAg memyusahkan kamy. telah nyate
Lebencian dari mulut mercka, dan apd yong disembunyikan olel hatt
merebn  adalak lebili besar lugl sunguwh telah Kami ternekan
feepadanu qvat-ayar (Kamil, Jjibea ke memahaninya.
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Abu Bakar al Jassas mengarakan: Allah melarang umal 1=lam menjadikan
orang kafir scbagal orang kepercuyaannya, dan meminta pertulongan mercka
dalam mengurusi perkara yang sangal vital, Pendapat lam adalah hahwa orang
—pmmni tidak bolch diberikan jabatan, kecuali Jadam keadaan darurat atau
keperluan vang sangal mendesal lomitama  urasan-urusan yang tidak terlalu
penting. Pendapat  im dikemukakan oleh scjumlah  ulama’ seperti Lbnu
flammam dari Mazhab 1lanafi, beliau mengatakan: Tidak ada masalah untuk
menempatkan ovang  zieal menjadi katib (sckretaris) dan mempekerjakan
metcka pada scktor- sektor yang tiduk rerlalu penting bagl orang nuslim, ™

Dar acapan mereka i dapat dipahwni bahwa jika svanl jabutan tidak
banyak mengunamgkan kaum 2o, maka bolgh menverahkan urusan terscbut
kepada mereka. Ihi Kalsir dari ulama Syaliiyah juga mengatakan “Tidak
bolch menugaskan orang zintni schupai juru tulis yang dapat berakibat fatal
bagi masyarakat mus i schingga hal-hal yang beraifar rahasia aken diketahui
olch orang lain terutama kalir hatbi (non mushm yang tidak mendapai
perlundungan  dari umal Islam). Kelompok i menggunakan  dait
schagaimma  yag digunakan oleh kelompok pertama. Namun pendapat
mereka yang membolehlkan leatir =inmi menjabat urusan umat muslin dalam
keadaan darurat, semata-mata karena apabila pelimpahan tugas kepada non-
muslim secara mutlak tidak dibolchian, dapat menimbulakan kesulitan hags
negara [slam. karena terkadang di dalam komunitas muslim tidak ditenmukas
orang, yang memiliki skill dan kemampuan wlau kempetensi pada jems
pekerjuan terentu, schingga memerlukan orang yang mampu miclakukannye

Dalam keadaan inilah tidak menjadi masalal untuk mempekerjakan orang noes

M wearak fothal Qodir 661

W Toisie T Kausir, 0%, dan Lihat Khesivah 4y Dhiva’ Nuruddin dalam Aifayat
Muhtai $:97 duan 7387,
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muslim. sebab kaidah Ggh menvatakan “Swafn keswlifon smenuntut adanva
shant kemudahan 7, dan “Jika perkoru menjadi sempit | o akan mengadi luas”
schagaimana dikatakan oleh Syad'1®" Sclain im, kelompok mil memandang
bahwa polimpahan lugas kepada zisni adalah mervpakan akad Farak
sementara mempekerjukan (i jory orang zimmi hukumnoya adalab boleh.
Pendapat lain adalah boleh memberikan kalir zimmn tugas-tugas dan kekuasaan
eksekulil (Walavat in-Tanfizhiveak) walaupun jabatan tersebut strategis, jika
tidak akan membahavakan orang lslam, sedangkan kekuasasn ummm yvang
sifatnya mutlak {Walayat al-Ammali al-Mutlagah], yang biassnya dijabat oleh
orang yang memiliki kewenangan mutlak, ndak boleh dijabat oleh nen muslim.
Pendapat ini dipegang olech Abu Al Hasan Al Mawurdl,™ Demikian juga

menurat Al Qadi Abu Ya'la. Belian mengatakan: Bahwa al  Khargi

g ; i .43
mcnyebutkan temang bolehnya Ahly Zinnnah menjabat schagal menter.

Kelompok ini beralasan bahwa mereka daklah scbagai penguasa pada
pekerjaan-pekeaan 1tu, namon mereka hanyalah schagan petugas di dalamnya,
yakni schagal perantara anlara pernimpin dan rakyainya, dengan menunaikan
perintahnya, melaksanakan apa yang diucapkan, menjalankan apa vang
diputuskan dan lain-lain. dengan demikian mercka hanvalah scbagai petugas
pelaksana dan bukan sebagm penguasa yang memegang kebi_jalkun.'“

Fendapar keempat ini membolehkan uoluk melimpahkan semua joms
jabatan kepada Orang Zimmé keevali yang menyanghul jabatan keagamammn,

kepcmimpinan tertinggy (fmamah ol-Uzma ), dan wrusan pengadilan bagt

A Sanntt, ad-Asphah wa al-Naze iy, hal 83,

£ Al-Mawardi, ai-dnkam As-Sreltenivah al-Ahkam al-Sulthanival wa al-Ainaen al-
Dipivyes, Beirat:Dar al-Kumb al-"ilmiah, Cel, I 1405 1, hal 27.

B Abu Ya'la, el Ahkam erg-Sultimieh, Heint: Thar alsKulub al-"ilmiahb, 140311, hal

Fa MawrdnAfkam, hal 25-26,
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orang-orang Islam. Pendapat ini dipegang oleh kebanyakan pemikir Islam
kontemporer.45 Menurut mereka bahwa ayat 118 surat Al Imran bukan
menunjuk larangan secara mutlak yaitu menjadikan orang kafir sebagai pejabat
dalam Negara Islam, melainkan terbatas hanya pada larangan memberikan
jabatan kepada orang kafir yang secara terang-terangan memusuhi orang Islam.
Artinya, jika orang kafir tersebut adalah kafir zimmi, maka boleh mengangkat
mereka sebagai pejabat sekaligus mempercayai mereka untuk mengendalikan
rahasia-rahasia negara dan meminta pendapat mereka mengenai urusan negara
yang penting. Dengan demikian, boleh melimpahkan kepada mereka tugas-
tugas umum yang tidak termasuk urusan strategis dan penting.46 Pendapat
tersebut juga didukung oleh praktek sejarah yaitu bahwa ketika sebagian
tawanan perang Badar tidak mampu membayar tebusan, mereka diminta untuk
mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Anshar sebagai tebusan atas diri

mereka. Ini berarti Nabi mempekerjakan tawanan (non-muslim) dalam urusan

pemerintahan Islam, yaitu mengajarkan baca tulis kepada anak-anak muslim.*’

Berdasarkan semua pendapat mereka tersebut dapat dipastikan bahwa
menganggkat atau menunjuk kuasa hukum dari kalangan non muslim dapat
dibenarkan mengingat transaksi kuasa hukum dengan klien hanya berupa jual
beli jasa atau ijarah yang dibolehkan oleh para fugaha’. Di samping itu skill

beracara di depan pengadialan tidak selalu ada pada sebagian pribadi muslim

* i antaranya adalah Abu Al A’la Al Maududi, Nazriyat Al Islam wa Hadyuhu, bz
362, Abdul Karim Zaidan, Ahkamu Al Zimmiyin wal Musta’minin, hal 78, Salar
Madkur,Ma alim Al Daulah al-Islamiyah, 101,194, Wahbah Zuhaili, Atsaru al harb, hal 702
703, dan Hasan laliy, al Huriyat al Ammah, hal. 319.

46 Abdul Karim Zaidan, Ahkamua al-Zimiyyin, wal Musta’minin fi Dar al-Islam.
Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. II, 1396, hal. 79-80.

7 Ibid
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mengingat  penguasaan  suate hukum menuntul spesifikazi dan keahlisn
tertentil,
IX. Upah Wakil,

Pada dasarnya, wekalah mempakan kontrak biasa, lebih bersilinl wlong
menolong, balikan disebut juga schagai akad Tabarry atau sukarcla,®® sehingea
tidalk perlu mendapatkan upah. Akan tetapi. jika di dalam kontrak wakelah
disyaratkan dengen upsh dalam pumlah vane sudah ditentukan dan walil
melakukan (ugasnya denpan baik, maka ia berhak atas upah yang telah
disepalkain, Sebaliknya, kalaw waksi ndak melakukan pekerjaannya dengan baik
maka ia tidak layak untuk menerima upah apalagi memintanya ™ Dan jika
wakt! itu adalaly orimg vang memang wemilili profesi dalam bidang ilu, dan
brasanys mengambil upah dalam jumlah tertentn, sedangkan 1o dalum hal ini
tidak menyepakati jumlah nominal upah atan sem ata-mats menyerzhkan uruzan
lersebut kepada minvalikil, maka wakil ferscbut berbak untuk wendapatkan
upah yang wajar sesuat dengan kehiasaan vang berlaku di tengah masvarakat.
Mavoritas fugaha’ berpendapat pka transaksi wekaled dilakukan  dengan
menyebutkan upah. waka pemberian upah discsuatkan dengan kescpakatan
dalam akad terscbul. Sebaliknya jika akad lerjadi tanpa menycebutkan apakak
disertal dengan upah atau tidak, meka hukumnya mengikut adat kebiasaan
yany berlaku. Jika wakaleh menumt Kebiazaan disertai denean wpah, seperli
dalam perwakilan olch seorang penpacara di pengadilan, atau makclar dalam

Jjual beli, maka upah rerscbut harus diberilcan, Jika dalam kebiasaan tidak

¥ Syalabi, Macklal, hal 461,
A% AlMefadfady, pasal, 1467,
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dizerlai denaan ketentuan upah, maka walkil berhak alas upah yvang wajar yang
digesusikan dengan kualitas dan kuantilas p-el{v:.‘,quann}-'a.'q"I

Lebih jauh seperts diseburlan di atas bahwa profesi kepengacaraan sima
dengun akad Hareh walauput mereka juga mengakul adanya perbedaan farah
denigan wakil di pengadilan lerulama pada konsckuensi dan akibat hukumnya
cebelam dan sesudaly mencrima wpab. Melibal adanya purbedaan konsekuens)
\orsebut, malca skad wokaluh juga dapat disamulean dengan akad j{alah, {leh
webab ilu, hukumnya tidak mengikat schelum pekerjaan yang diwakilkan itu
terluksana. Jika miwekkil membatalkan akad sebelum wakil meuyelesaikan
tugasnya. maka wakil tersebul barhak atus upah wajar, dan jika seluruh nigas
yang diwakilkan kepadanya dapat diselesaikan, maka wakil Derhak atas upah
vang telah disepakati. Hal ini orjadi jika wakelal dilakukan lanpa meneonikan
hesariya upah dan wakm untuk menyelesaikan pekerjaan. Adapun jika kedus
belah pihak menentukan jenis pukerjaan serta Opahiya, madca waokalah dalam
hal ini mengikat bagi kedua pihak menurut pindapal Golongan {lanatl dam
pendapal 10l jugd populer di kalangan Malikiah, sementara Golongan Syalis
memandang makna yang dincaplan (zahiruva lalaz) dalam akad geyuai dengan
kaidah mercka © “Jika akad tersebut dengan hata ffetrad , metko fkanyd kan
mengikal masing-mosing pihak 7. Tetam sebagian mereka menganggap bhahwe
wakalah tidak dapal disamakan dengan jjarah. Pendapal terakhir i menurs

mereka palimg benar. Sedangkan ulama mazhab Hupbali tetap memandans

wokalah sebapai akad Tabariu’ (sukarela) dan dapat terjadi  dengas
mengpunakan kata-kata apa puan yang mengindikasikan wakalah terscbut. Oled
karcna itu tidak ada syaral uniuk menggunakan kata-kata tertenin yant

menychabkan adanya ikatan tunggungjawab di antara kedua belah pihat

0 Syatahi, Madibol, ha, 532,
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karena hanya merupakan akad pendelegasian yang dapal mendatangkan snat

kebaikan bagi orang vang mendelegasikennya.

X. Berakhirnya akad Wakalak
Rerakhimva akad wakalah menurut ketentuan hukum Isbam hampor sama
denpan berakhirnva wabalali dalam tata hukum kenlemporer, yakni dengan
selesainva perkara vang diwakilkan, atan dengan memnggalova salah saty
pihak baik sruvakkil maupun wakdd | alau salah satunya terbukt sudah tdak
memiliki kecakapan atau kemampuan seperti pila atau lainnya, ataw nuavakkidl
melepaskam din Jand wedif alau wakil itn sendiri mengundurkan diri dan akad
wakalah ™
Tetapi kalau wakil itu diberhentikan oleh  Wuwnakkil dalam hal i,
ulama mazhab Ilanafi mengemukakan beberapa syurat dalam memberhentikan
wakil lersebul antara ladn: 1, wakil mengetahw lﬁl]lwu tumasnyi dicabut, baik
secara lsan mavpun twlisan; 2, Jalam perwakilan me tidak tersangkut hak orang
lain, sepert parwakilan dalam menjual harta yaog digadaikan untak membayar
utane orang vang diwakilkan, Dalam kasus seperl ini. vrang yang mewakilkan
tidak beleh mencabul wakilnva, kecuzli seizin orang vang mempunyai piutang.
3, orang vang mewakilkan melakukan sualo tindakan hukam terhadap objek
vatig (clah diwakilkan. Misalnya, seseorang menunjuk walil untuk membel
schidang tanah rientu, Tolapi sebelum wakil mulal bekena, orang vang
memberinya tugas telah membeli tanah lerschbut, 4, Tujuan yang ingin dicapal
dan perwakilan lelah tercapai. Artinya wakil telah melaksanakan tugasnya

dengan baik dan karenanya secara otumalis masa perwakilannya telah habis. 3,

M Mujallih, pasal 1522,
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Salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) berubah status menjadi orang
yang tidak cakap bertindak hukum, seperti gila atau dikenakan status di bawah
pengampuan. 6. Salah satu pihak (wakil atau yang mewakilkan) meninggal
dunia. 7.0rang yang mewakilkan itu menurut ulama mazhab Hanafi keluar dari
agama Islam (murtad). Dalam kasus seperti ini perwakilan menjadi gugur
dengan sendirinya karena tindakan orang murtad tidak bisa dilaksanakan.
kecuali ia masuk Islam kembali. 8. Wakil murtad. Menurut ulamam mazhab

Maliki, perwakilan yang demikian menjadi batal. Akan tetapi menurut ulamanm

mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali perwakilan tidak batal. 9. Wakil

mengumumkan pengunduran dirinya sebagal wa akil dan diketahui oleh orang
yang mewakilkan. 10. Hilangnya barang yang menjadi objek perwakilan. 1L
Barang yang diwakilakn tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan.
Mislnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjualkan
rumahnya, tetapi ternyata kemudian setelah akad itu sempurna, rumah itu disi®
negara, maka perwakilan itu menjadi batal. 12. Orang yang mewakilkan jati:
pailit.  13. Terjadinya penipuan oleh masing-masing pihak. Hal 1=
dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Syafi’i. 14. Munculnya tindak
sewenang-wenang dari masing-masing pihak terhadap objek yang diwakilka
Hal ini dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali, perwakilan a
berakhir apabila wakil menjadi orang fasik dalam akad yang mensyaratx
wakil tidak fasik, jadi seperti wakil dalam akad nikah, menurut mereka, Ora
fasik tidak boleh menjadi wakil dalam masalah nikah. 15. Kedua belah pib
sepakat mengakhiri masa wakalah. Uraian tentang berakhirnya wakalah secs
umum dapat diberlakukan pada wukala’ al-da'wa (pengacara dan

hukum) karena mereka sesungguhnya berstatus sebagai wakil dari klien.

XI. Kesimpulan
26
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Dur uraian tulisan tentang Advokat dalam perspekiil Figh Peradilan,
dapal  sebutkan bahwa tulisan ini mencoha memberikan schuah pemikiran
praktis lentang porlindungan lerhadap sescorang dan hak-hak pembelaan i
depan pengadilan serta peranan pengacara menurut Islam, Figh dengan
herbagai sumber dan mazhaboya memelibara serfa menpukuhkan hak manusia
dulam kehidupan, demikian pula menjaga keselamatan pribadi scscorang dar
segala bentuk ancaman maupun 2angguan. Hulwm Islam juga menghormats
dan melindungi  kebebasun  manusia sntuk  membela dirinya di depan
penaadila e

Olch karena itu, [slam melindungi hak mendapatkan pembelaan di
pengadilan termasuk hak-hak lam yang terkait crat dengan pembelaan terschbut.
Gejak awal lslam memandang adanya persamaan hak wmat manusia di depan
hukum dan pengaditan, Tal i sepatatnyd menjadi pertimbangan para ahl
hukum pada saat merumuskan undang-undang, Dengan kala lam bahwa [slam
menpharuskan keadilan dalam badang hokum tanpa membedahedakan antara
yang satn dengan yang lain, dan persamaan kedudukan bagi pihak-pihale yang
herperkara, serta merberikan peluang secukupnya dan juga jaminan liwkum
untuk mengajukan alasan atan alac bukl secaralangsung maupuh melahu kuaga
hukum yang elah diumuk sesual  denean sistem wekalaft yang sudah
digariskan di dalam figh.

Dalam perspektif [igh peradilan konsep profesi advokat dikenal dengan
konsep sistem wakalah yailn “Memberikan kekuasaan kepada orang lain ysng
akan bertindak atas namanya untuk melakukan suatu perbuatan yang memang

dapat diwakilkan™. Dalam at-majatlah al-"aedlivah pasal 1449 disebulkan

2 | inal Sorakhsi, Mabeadk, hal. 16:63, Ten Farhur, Fabsrornl ukkan, hal. 1:47, Thn
Ondmmab, Syavah al-kabir, hal 41406147, dan al-Mughni, hal. S8
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bahwa wakalah adalah pelimpahan perkara oleh seseorang kepada orang lain
yang akan menggantikan kedudukannya. Adapun advokat adalah sescorang
atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa batuan hukum termasuk konsultasi
hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan di luar pengadilan dan
atau di dalam pengadilan bagi kliennya sebagai mata pencahariannya. Dalam
UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advoka. advokat adalah sebutan bagi
seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta seperti

pengacara, konsultan hukum, penasehat hukum dan advokat.
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